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ABSTRAKSI 

Makna Saksi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana(KUHAP) jika diartikan menurut interpretasi gramatikal memiliki makna 
yang sangat sempit yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana 
yang yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Setelah adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 makna saksi diperluas yaitu arti penting saksi 
tidak selalu ia melihat, dengar dan alami sendiri suatu peristiwa pidan melainkan 
keterangannya ada relevansinya dengan perkara pidana yang sedang diproses. 
Adapun parameter makna saksi relevan agar diterima sebagai alat bukti tidak 
diatur lebih lanjut dalam putusan ini sehingga berdasarkan hasil deep interview 
dan peraturan yang terkait dapat diartikan yaitu keterangannya mampu menjawab 
fakta materiil yang ada, keterangannya tidak menimbulkan ketidakadilan, serta 
keterangannya mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung fakta materiil 
yang dicari. Adapun kewenangan untuk menilai siapa saksi yang relevan 
diperlukan lembaga pengawas yang secara aktif berperan menyortir saksi yang 
diajukan oleh para pihak sebelum diajukan ke persidangan, selain itu juga sebagai 
terobosan dapat pula diajukan pra peradilan terhadap upaya paksa apabila saksi 
yang diajukan tidak dipenuhi oleh aparat penegak hukum.  

Kata Kunci : saksi, saksi relevan, kewenangan menilai relevansi saksi 
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